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BUPATI BENGKAYANG

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR 44TAHUN 2011
TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS, POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA

Menimbang

Mengingat

SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI

KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG

. bahwa berdasarkan penetapan Peraturan Daerah Kabupaten

Bengkayang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang, dipandang perlu
menetapkan Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan
Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten
Bengkayang;

. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kabupaten Daerah Tingkat Il Bengkayang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaiman telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang

Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4449);

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik  Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006
tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Dagrah;

9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19
Tahun 2008 tentang Pegawai Negeri Sipil yang Ditugaskan
Secara Penuh dan Diangkat Dalam Jabatan Struktural di
Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat
Pengurus Unit Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia;

10.Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah
Kabupaten Bengkayang;

11.Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI

DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS
KORPRI KABUPATEN BENGKAYANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.
2.
3.

4.

N

10.

Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.

Bupati adalah Bupati Bengkayang.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah otonom sebagai unsur
Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI adalah Sekretaris Dewan Pengurus
KORPRI Kabupaten Bengkayang.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang.

KORPRI adalah Korpri Pegawai Negeri Republik Indonesia.

Dewan Pengurus KORPRI adalah Dewan Pengurus Korpri Pegawai Republik
Indonesia Kabupaten Bengkayang.

Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI adalah Sekretaris Korpri Pegawai
Republik Indonesia Kabupaten Bengkayang.

Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang
bertanggung jawab Kepada Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat daerah, Sekretariat DPRD, Dinas
Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan
kebutuhan dan karateristik Daerah.



BAB 11
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI
KABUPATEN BENGKAYANG
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 2

(1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bengkayang berkedudukan di
bawah koordinasi Ketua dewan Pengurus KORPRI dan bertanggung jawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Pasal 3

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bengkayang mempunyai tugas
pokok melaksanakan koordinasi dan pemberian dukungan administrasi kepada
Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bengkayang dan tugas lainnya yang
diserahkan oleh Bupati Bengkayang sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Sekretariat

Dewan Pengurus KORPRI mempunyai fungsi :

a. penyelenggaraan Pengelolaan Administrasi Umum dan Kerjasama;

b. penyelenggaraan Kegiatan Pembinaan Olahraga, Seni dan Budaya, mental dan
rohani;

c. penyelenggaraan kegiatan usaha dan Bantuan sosial;

d. pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat Pengurus Korpri
Kabupaten Bengkayang;

e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Ketua Dewan

Pengurus KORPRI dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Bagian Kedua
Struktur Organisasi

Pasal 5

(1) Struktur Organisasi Sekretariat Dewan pengurus KORPRI terdiri dari:
sekretaris;

sub Bagian Umumdan Kerjasama;

sub Bagian Olahraga, Seni Budaya, mental dan rohani;

sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial;

kelompok Jabatan Fungsional
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Paragraf 1
Sekretaris

Pasal 6

Sekretaris Dewan Pengurus Korpri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a,
mempunyai  tugas pokok memimpin, membina, mengkoordinasikan,
menyelenggarakan, mengawasi, mengevaluasi dan mengendalikan  kegiatan
Sekretariat Dewan Pengurus Korpri sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.



Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretaris

mempunyai fungsi:

a. penetapan program kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI;

b. fasilitasi perumusan kebijakan teknis di bidang Sekretarist dewan Pengurus
KORPRI sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. fasilitasi dan dukungan administratif kepada Dewan Pengurus KORPRI;

d. fasilitasi dan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang
pembinaan KORPRI; .

e. pengkoordinasian kegiatan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

f. pengadilan kegiatan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI berdasarkan
peraturan perundang-undang yang berlaku;

g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati berkenaan dengan kebijakan
di Bidang pembinaan KORPRI,

h. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas
pokok fungsi Sekrertariat Dewan Pengurus KORPRI berdasarkan program kerja
yang ditetapkan;

i. pelaksanaan tugas Sekretariat dewan pengurus KORPRI lainnya yang
diserahkan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2
Sub Bagian Umum dan kerjasama

Pasal 8

Sub Bagian Umum dan Kerjasama sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 huruf b,
dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI.

Pasal 9

Sub Bagian Umum dan Kerjasama mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan
perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan
evaluasi, administrasi umum, kepegawaian, pengelolaan keuangan, aset dan
kerjasama dengan pemerintah maupun pihak ketiga sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana di maksud dalam Pasal 9, Sub bagian

Umum dan Kerjasama mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kerjasama serta kompilasi
rencana kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI;

b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan rencana
kerja monitoring dan evaluasi;

c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang umum, aparatur,
keuangan, asset dan Kerjasama Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI;

d. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Sub Bagian Umum
dan Kerjasama;

e. penyelenggaraan kerjasana dengan instansi pemerintah maupun pihak ketiga;

f. pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian
Umum dan Kerjasama;

g. penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi
di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;



h. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan
keuangan, asset, kepegawaian, tata usaha umum, kerjasama, organisasi dan
tatalaksana di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Sekretaris KORPRI berkenaan
dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Pengurus K@RPRI;

j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI;

k. pelaksanaan tugas lain di bidang umum dan kerjasama yang diserahkan oleh
Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Paragraf 3
Sub Bagian Olahraga, Seni Budaya, Mental dan Rohani

Pasal 11

Sub bagian Olahraga, Seni Budaya, Mental dan Rohani sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 huruf ¢, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI.

Pasal 12

Sub Bagian Olahraga, Seni Budaya, Mental dan Rohani mempunyai tugas pokok
menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis dalam rangka fasilitasi dan
dukungan pengembangan Olahraga dan Seni Budaya anggota Korpri, serta
melaksanakan pembinaan mental dan rohani.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sub

Bagian Olahraga, Seni Budaya, Mental dan Rohani mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Olahraga, Seni Budaya, Mental dan
Rohani;

b. menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis dan koordinasi dalam rangka
fasilitasi dan dukungan pengembangan Olahraga dan Seni Budaya anggota
KORPRI;

c. pelaksanaan pembinaan mental dan rohani;

d. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Sub Bagian
Olahraga, Seni Budaya, Mental dan Rohani;

¢. pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian
Olahraga, Seni Budaya, Mental dan Rohani;

f. fasilitasi dan dukungan pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di
bidang Olahraga, Seni Budaya, Mental dan Rohani sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

g- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas Sub Bagian
Olahraga, Seni Budaya, Mental dan Rohani;

h. pelaksanaan tugas lain di bidang Olahraga, Seni Budaya, Mental dan Rohani yang
diserahkan oleh Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.









(2) Pemantauan, evaluasi dan fasilitasi pemantauan organisasi Sekretariat Dewan
Pengurus KORPRI yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah secara teknis
operasional dilaksanakan oleh unit kerja yang bertanggungjawab di bidang
organisasi.

(3) Dalam rangka pembinaan dan pengendalian organisasi, Bupati melalui unit kerja
yang bertanggungjawab di bidang kelembagaan memberikan arahan, pedoman
dan petunjuk teknis, bimbingan teknis, supervisi, asistensi, serfa monitoring dan
evaluasi baik secara rutin maupun periodik.

BAB YV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal ain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini,
akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.
Diundangkan di Bengkayang
padatanggal 1 Agustus 2011

BUPATI BENGKAYANG
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SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang
padatanggal 8 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG
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Drs. KRISTIANUS ANYIMYM.Si

Pembina Utama Muda
Nip. 19560820 198503 1 010

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2011
NOMOR 44
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BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETRIT DEWAN PENGURUS KORPRI LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR : 44 TAHUN 2011
TANGGAL: 1 AGUSTUS 2011
KELOMPOK SEKRETARIS
JABATAN
FUNGSIONAL
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
UMUM DAN KERJASAMA OLAH RAGA, SENI BUDAYA, USAHA, BANTUAN HUKUM
MENTAL DAN ROHANI DAN SOSIAL
BUPATI BENGKAYANG:;
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